
SALINAN 

BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 145 TAHUN 2021 

TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA 
K E R J A DINAS P E K E R J A A N UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA E S A 

BUPATI PACITAN, 

bahwa u n t u k melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan sebagaimana te lah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 , 
kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta 
tata kerja Perangkat Daerah d ia tur lebih lan jut dengan 
Peraturan Bupa t i ; 
bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a diatas, maka per lu menetapkan Peraturan 
Bupa t i tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan U m u m dan 
Penataan Ruang Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

2. Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republ ik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran Negara Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

Menimbang : a. 

b. 



4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 
Nomor 4) sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN 
FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, S E R T A TATA K E R J A DINAS 
P E K E R J A A N UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN 
PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
a. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan. 
c. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan. 
e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang Kabupaten 

Pacitan. 
f. Un i t Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya d is ingkat UPT Dinas adalah Un i t 

Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang Kabupaten 
Pacitan. 

BAB I I 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 2 

(1) Dinas berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Bupat i mela lu i 
Sekrataris Daerah. 

(2) Dinas d ip imp in oleh Kepala Dinas. 

Pasal 3 

Dinas mempunya i tugas membantu Bupa t i melaksanakan urusan pemer intahan 
Bidang Pekerjaan U m u m Dan Penataan Ruang yang me l iput i sumber daya air, tata 
bangunan dan jasa kons t ruks i , penyehatan l ingkungan dan air m i n u m , b ina 
marga, ta ta ruang dan tugas pembantuan yang d iber ikan kepada Kabupaten. 



P a s a l 4 

Dinas da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i sumber daya air; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i ta ta bangunan dan jasa kons t ruks i ; 
c. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i penyehatan l ingkungan dan air 
bersih; 

d. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i b ina marga; 

e. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 
pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i ta ta ruang ; 

f. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Bupa t i sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Susunan organisasi Dinas terd i r i dar i : 
a. Sekretariat; 
b. Bidang Sumber Daya Air; 
c. Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Konstruks i ; 
d . Bidang Penyehatan L ingkungan dan Air M i n u m ; 
e. Bidang B ina Marga; 
f. Bidang Tata Ruang; dan 
g. UPT Dinas. 

BAB I I I 
S E K R E T A R I A T 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 6 

(1) Sekretariat berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
(2) Sekretariat d ip imp in oleh Sekretaris. 

Pasal 7 

Sekretariat mempunya i tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, 
pembinaan dan pemberian d u k u n g a n pelayanan administrat i fe kepada se luruh 
u n i t organisasi d i l ingkungan Dinas yang me l ipu t i u m u m dan kepegawaian, serta 
perencanaan keuangan. 



Pasal 8 

Sekretariat da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7, 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan; 
b. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis t ras i u m u m dan kepegawaian; 
c. pemberian d u k u n g a n pelayanan adminis tras i perencanaan dan keuangan; 
d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 9 

Sekretariat, terd i r i dar i : 
a. Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian; dan 
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Pasal 10 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian da lam melaksanakan tugas dan fungsinya 
berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(2) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 

Pasal 11 

(1) Sub Bagian U m u m dan Kepegawaian mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Sekretariat yang terka i t dengan u m u m dan kepegawaian. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran; 
b. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan r u m a h tangga; 
c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang 

m i l i k daerah; 
d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan; 
e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol ; 
f. meny iapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian; 
g. memfasi l i tasi pembinaan j aba tan fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur 

Sipi l Negara; dan 
h . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris. 

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan d ip imp in oleh Kepala Sub Bagian. 



Pasal 13 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Sekretariat yang terkai t dengan perencanaan dan keuangan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lahukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran; 
b. me lakukan pemantauan dan evaluasi berkala; 
c. me lakukan pengelolaan data; 
d. me lakukan penyusunan laporan kinerja; 
e. mengelola dan meny iapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, 

me l iput i : penyiapan dan pengelolaan admin is t ras i keuangan; 
f. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntans i dan 

pelaporan keuangan; 
g. melaksanakan penatausahaan, rekonsi l iasi dan verif ikasi data penerimaan 

PAD dan pendapatan la innya yang sah; 
h . mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan 
i . melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB IV 
BIDANG SUMBER DAYA AIR 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 14 

(1) Bidang Sumber Daya Air berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Bidang Sumber Daya Air d i p imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 15 

Bidang Sumber Daya Air melaksanakan sebagian tugas Dinas yang me l iput i 
perencanaan sumber daya air, pembangunan sumber daya air, serta operasi dan 
pemel iharaan sumber daya air. 

Pasal 16 

Bidang Sumber Daya Air da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i perencanaan sumber daya air; 
b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pembangunan sumber daya air; 
c. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i operasi dan pemel iharaan sumber 
daya air; 

d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 17 

Bidang Sumber Daya Air t e rd i r i dar i : 
a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air; 
b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air; dan 
c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. 

Bagian Ketiga 
Seks i Perencanaan Sumber Daya Air 

Pasal 18 

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. 

(2) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 19 

(1) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang terkai t dengan perencanaan 
sumber daya air. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. meny iapkan norma, standar, prosedur dan kr i t e r ia perencanaan teknis 

sumber daya air; 
b. menyusun rencana kerja pengelolaan sumber daya air; 
c. melaksanakan survei, penyel id ikan dan membuat perencanaan 

pembangunan, peningkatan, rehabi l i tas i j a r ingan irigasi, embung, dan 
bangunan sumber daya air la innya; 

d. mengh impun dan mengelola database aset dan menyelenggarakan sistem 
informasi sumber daya air; 

e. menyelenggarakan sosialisasi pelaksanaan pembangunan, peningkatan 
dan rehabi l i tasi j a r ingan ir igasi, embung dan bangunan sumber daya air 
la innya; 

f. member ikan kaj ian rekomendasi t ekn ik d i b idang sumber daya air; 
g. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pembangunan Sumber Daya Air 

Pasal 20 

(1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. 

(2) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air d i p imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 21 

(1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air yang terkai t dengan pembangunan 
sumber daya air. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan pembangunan dan peningkatan j a r ingan irigasi, embung, 

dan bangunan sumber daya air la innya; 



b. melaksanakan pengawasan teknis dan pengendalian kegiatan 
pembangunan, dan peningkatan j a r ingan irigasi, embung, dan bangunan 
sumber daya air la innya; 

c. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 

Pasal 22 

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaaan Sumber Daya Air berada d i bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air. 

(2) Seksi Operasi dan Pemeliharaaan Sumber Daya Air d ip imp in oleh Kepala 
Seksi. 

Pasal 23 

(1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunya i tugas 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber daya Air yangterkait 
denganoperasi dan pemel iharaaan sumber daya air. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana kerja operasi dan pemeliharaan ja r ingan irigasi, 

embung dan bangunan sumber daya air la innya; 
b. melaksanakan rehabi l i tas i dan pemel iharaan j a r ingan irigasi, embung dan 

bangunan sumber daya air la innya; 
c. menyusun pelaporan operasi dan pemel iharaan ja r ingan irigasi, embung 

dan bangunan sumber daya a ir la innya; 
d. melaksanakan pembinaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air; 
e. mengh impun , mengelola data hidrologi , h idrometr i dan kl imatologi ; 
f. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB V 
BIDANG TATA BANGUNAN DAN J A S A KONSTRUKSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 24 

(1) Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Kons t ruks i berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Kons t ruks i d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 25 

Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Kons t ruks i melaksanakan sebagian tugas Dinas 
yang me l iput i ta ta bangunan dan pengembangan jasa kons t ruks i . 



Pasal 26 

Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Kons t ruks i da lam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i ta ta bangunan; 
b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengembangan jasa kons t ruks i ; 
c. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 2 7 

Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Kons t ruks i te rd i r i dar i : 
a. Seksi Tata Bangunan; dan 
b. Seksi Pengembangan Jasa Kons t ruks i 

Bagian Ketiga 
Seks i Tata Bangunan 

Pasal 28 

(1) Seksi Tata Bangunan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang Tata Bangunan Dan Jasa Konst ruks i . 

(2) Seksi Tata Bangunan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 29 

(1) Seksi Tata Bangunan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Tata 
Bangunan Dan Jasa Kons t ruks i yang terka i t dengan tata bangunan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merencanakan gedung, penataan bangunan dan l ingkungan; 
b. melaksanakan pembangunan, pemel iharaan gedung dan penataan 

l ingkungan serta penghapusan gedung; 
c. melaksanakan verif ikasi teknis bangunan gedung dan bangunan u m u m 

la innya; 
d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan tata bangunan; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pengembangan J a s a Konst ruks i 

Pasal 30 

(1) Seksi Pengembangan Jasa Kons t ruks i berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 

(2) Seksi Pengembangan Jasa Kons t ruks i d i p imp in oleh Kepala Seksi. 



Pasal 31 

(1) Seksi Pengembangan Jasa Kons t ruks i mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konst ruks i yang terkai t dengan 
pengembangan jasa kons t ruks i . 

(2) tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengaturan jasa kons t ruks i ; 
b. mengawasi ter t ib usaha, ter t ib penyelenggaraan dan tert ib pemanfaatan jasa 

kons t ruks i ; 
c. men ingkatkan peran masyarakat d i b idang jasa kons t ruks i ; dan 
d. melaksanakan tugas Ia in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB V I 
BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN AIR MINUM 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 32 

(1) Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 33 

Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m melaksanakan sebagian tugas 
Dinas yang me l iput i penyehatan l ingkungan dan penyediaan sistem air m i n u m . 

Pasal 34 

Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana d imaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i penyehatan l ingkungan; 
b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i penyediaan sistem air m i n u m ; 
c. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 35 

Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m terd i r i dar i : 
a. Seksi Penyehatan L ingkungan; dan 
b. Seksi Penyediaan Sistem Air M i n u m . 



Bagian Ketiga 
Seks i Penyehatan Lingkungan 

Pasal 36 

(1) Seksi Penyehatan L ingkungan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m . 

(2) Seksi Penyehatan L ingkungan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 3 7 

(1) Seksi Penyehatan L ingkungan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m yang terkai t dengan 
Penyehatan L ingkungan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merencanakan sarana pengelolaan persampahan regional, air l imbah dan 

drainase; 
b. melaksanakan pembangunan, pemel iharaan sarana pengelolaan 

persampahan regional, a ir l imbah dan drainase; 
c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengelolaan 

persampahan regional, a ir l i m b a h dan drainase; 
d. Melaksanakan pembinaan penyehatan l ingkungan; 
e. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Penyediaan S is tem Air Minum 

Pasal 38 

(1) Seksi Penyediaan Sistem Air M i n u m berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m . 

(2) Seksi Penyediaan Sistem Air M i n u m d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 39 

(1) Seksi Penyediaan Sistem Air M i n u m mempunya i tugas melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Penyehatan L ingkungan Dan Air M i n u m yang terkait dengan 
Penyehatan L ingkungan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. merencanakan sarana penyediaan a ir m i n u m ; 
b. melaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana 

penyediaan air m i n u m ; 
c. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan 

pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana air m i n u m ; 
d. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



BAB V I I 
BIDANG BINA MARGA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 4 0 

(1) Bidang B ina Marga berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Bidang B ina Marga d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 41 

Bidang B ina Marga melaksanakan sebagian tugas Dinas yang me l iput i 
perencanaan j a l an dan j embatan , pembangunan j a l an dan jembatan, serta 
pemeliharaaan j a l an dan j embatan . 

Pasal 42 

Bidang B ina Marga da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 41 ,menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i perencanaan j a l an dan jembatan; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pembangunan j a l an dan jembatan; 
c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pemeliharaaan j a l an dan jembatan. ; 
d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 43 

Bidang B ina Marga te rd i r i dar i : 
a. Seksi Perencanaan Ja lan dan Jembatan 
b. Seksi Pembangunan Ja lan dan Jembatan; dan 
c. Seksi Pemeliharaan Ja lan dan Jembatan 

Bagian Ketiga 
Seks i Perencanaan Ja l an dan Jembatan 

Pasal 44 

(1) Seksi Perencanaan Ja lan dan Jembatan berada d ibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang B ina Marga. 

(2) Seksi Perencanaan Ja lan dan Jembatan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 



Pasal 45 

(1) Seksi Perencanaan Ja lan dan Jembatan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang B ina Marga yang terka i t dengan perencanaan j a l an dan 
j embatan . 

(2) tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun rencana kerja pengembangan ja r ingan j a l an kabupaten, 

j embatan dan bangunan pelengkapnya; 
b. menyusun dokumen perencanaan pembangunan, peningkatan, rehabi l i tasi 

dan pemel iharaan j a l an kabupaten, j embatan dan bangunan pelengkapnya; 
c. melaksanakan penyusunan leger j a l a n dan me lakukan pemutakh i ran 

database j a l an , j embatan , dan bangunan pelengkapnya; 
d. me lakukan pengkajian, pemantauan, dan menyiapkan rekomendasi teknis 

terhadap pemanfaatan daerah ruang m i l i k j a l an ; dan 
e. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pembangunan Ja l an dan Jembatan 

Pasal 46 

(1) Seksi Pembangunan Ja lan dan Jembatan berada d ibawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang B ina Marga. 

(2) Seksi Pembangunan Ja lan dan Jembatan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 4 7 

(1) Seksi Pembangunan Ja lan dan Jembatan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang B ina Marga yang terka i t dengan pembangunan j a l an dan 
j embatan . 

(2) tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 

m u t u pada pekerjaan kons t ruks i j a l an dan j embatan beserta bangunan 
pelengkapnya; 

b. melaksanakan pembangunan dan peningkatan j a l an , j embatan beserta 
bangunan pelengkapnya; 

c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, ban tuan teknis dan 
pelaporan pembangunan dan peningkatan j a l an , j embatan beserta bangunan 
pelengkapnya; 

d. melaksanakan moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan kiner ja kons t ruks i j a l an 
dan j embatan ; dan 

e. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

Bagian Ke l ima 
Seks i Pemeliharaan Ja l an dan Jembatan 

Pasal 48 

(1) Seksi Pemeliharaan Ja lan dan Jembatan berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang B ina Marga. 

(2) Seksi Pemeliharaan Ja lan dan Jembatan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 



Pasal 49 

(1) Seksi Pemeliharaan Ja lan dan Jembatan mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang B ina Marga yang terkai t dengan pemeliharaan j a l an dan 
j embatan. 

(2) tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian 

m u t u pada pekerjaan pemel iharaan j a l an dan j embatan beserta bangunan 
pelengkapnya; 

b. melaksanakan pemel iharaan j a l an dan j embatan beserta bangunan 
pelengkapnya; 

c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan, bantuan teknis dan 
pelaporan pemel iharaan j a l a n dan j embatan beserta bangunan pelengkapnya; 

d. melaksanakan moni tor ing dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan j a l an dan 
j embatan ; dan 

e. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

BAB V I I 
BIDANG TATA RUANG 

Bagian Kesatu 
Kedudukan, Tugas dan Fungs i 

Pasal 50 

(1) Bidang Tata Ruang berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

(2) Bidang Tata Ruang d ip imp in oleh Kepada Bidang. 

Pasal 51 

Bidang Tata Ruang melaksanakan sebagian tugas Dinas yang me l iput i 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. 

Pasal 52 

Bidang Tata Ruang da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 51 ,menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i perencanaan tata ruang; 
b. perumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pemanfaatan tata ruang; 
c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengendalian tata ruang; 
d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 



Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 53 

Bidang Tata Ruang terd i r i dar i : 
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang; 
b. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan 
c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

Bagian Ketiga 
Seks i Perencanaan Tata Ruang 

Pasal 54 

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang berada d ibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang Tata Ruang. 

(2) Seksi Perencanaan Tata Ruang d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 55 

(1) Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Tata Ruang yang terka i t dengan perencanaan tata ruemg. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. menyusun dan merevisi rencana tata ruang wi layah; 
b. menyusun dan merevisi rencana detai l ta ta ruang ; 
c. melaksanakan koordinasi , sosialisasi, moni tor ing , evaluasi, dan pelaporan 

perencanaan tata ruang ; dan 
d. melaksanakan tugas la in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bagian Keempat 
Seks i Pemanfaatan Ruang 

Pasal 56 

(1) Seksi Pemanfaatan Ruang berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bidang. 

(2) Seksi Pemanfaatan Ruang d i p imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 57 

(1) Seksi Pemanfaatan Ruang mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas 
Bidang Tata Ruang yang terka i t dengan Pemanfaatan Ruang. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan inventarisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang; 
b. memfasi l i tasi pert imbangan teknis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; 
c. mengembangkan sistem informasi dan komun ikas i penataan ruang; 
d. memfasi l i tasi penyediaan Ruang Terbuka Hi jau pub l ik ; dan 
e. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 



Bagian Ke l ima 
Seks i Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Pasal 58 

(1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang 

(2) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

Pasal 59 

(1) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Tata Ruang yang terka i t dengan pengendalian 
pemanfaatan ruang . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. melaksanakan peni la ian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan 

ruang ; 
b. melaksanakan penin jauan kembal i rencana ta ta ruang; 
c. melaksanakan koordinasi , sosialisasi, moni tor ing , evaluasi dan pelaporan 

pengendalian pemanfaatan ruang ; dan 
d. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

BAB I X 

K E L O M P O K JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 60 
(1) Pejabat fungsional be rkedudukan d ibawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat administrator , a tau 
pejabat pengawas yang memi l i k i keterkai tan dengan pelaksanaan tugas JF. 

(2) Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan ter tentu . 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional te rd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
sesuai k e b u t u h a n dan beban kerja. 

B A B X 
UPT DINAS 

Pasal 61 

(1) Pada dinas dapat d ibentuk UPT Dinas u n t u k melaksanakan kegiatan teknis 
operasional a tau kegiatan teknis penunjang ter tentu . 

(2) Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta Tata 
Kerja UPT Dinas sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan 
Peraturan B u p a t i tersendir i . 



BAB X I 
TATA K E R J A 

Pasal 62 

Dalam ha l Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Kepala Dinas 
d i laksanakan oleh Pejabat yang d i t u n j u k oleh Bupat i . 

Pasal 63 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap p imp inan u n i t kerja dan kelompok 
jaba tan fungsional wajib menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi dan 
s inkronisasi ba ik da lam l ingkungan masing-masing m a u p u n antar u n i t kerja 
d i l ingkungan organisasi perangkat daerah serta dengan instansi la in di luar 
organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 

(2) Setiap p imp inan u n i t kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan 
bi la terjadi penyimpangan agar mengambi l langkah- langkah yang d iper lukan 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber laku. 

(3) Setiap p imp inan u n i t kerja bertanggung jawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan member ikan b imbingan 
serta pe tun juk-pe tun juk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Setiap p imp inan u n i t kerja waj ib meng ikut i dan mematuh i pe tun juk-pe tun juk 
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan 
laporan berkala tepat pada waktunya . 

(5) Setiap laporan yang d i ter ima oleh p imp inan dar i bawahan, wajib diolah dan 
d ipergunakan sebagai bahan u n t u k penyusunan laporan lebih lan jut dan 
u n t u k member ikan pe tun juk -pe tun juk kepada bawahan. 

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan 
laporan wajib d isampaikan pu l a kepada organisasi perangkat daerah la in yang 
secara fungsional mempunya i h u b u n g a n kerja. 

(7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap p imp inan u n i t kerja d ibantu oleh kepala 
u n i t kerja d i bawahnya dan dalam rangka pemberian b imbingan kepada 
bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. 

BAB X I I 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 64 

S t r u k t u r Organisasi Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang Kabupaten 
Pacitan sebagaimana te rcantum da lam Lampiran dan merupakan bagian yang 
t idak terp isahkan dar i Peraturan B u p a t i I n i . 

BAB X I I I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 65 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka Pelaksanaan tugas dan 
fungsinya Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang tetap di laksakan oleh 
Pejabat yang ada berpedoman pada Peraturan Bupa t i Nomor 66 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pekerjaan U m u m dan Penataan 
Ruang Kabupaten Pacitan sampai dengan d i l an t iknya Pejabat yang baru 
berdasarkan Peraturan Bupa t i i n i . 



BAB X I V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 66 

Pada saat Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku, maka ketentuan dalam Peraturan 
Bupa t i Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas 
Pekerjaan U m u m dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan dicabut dan d inyatakan 
t idak ber laku lagi. 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupa t i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 8 Oktober 2021 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

ttd 

H E R U WIWOHO SP 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 146 

Sal inan sesuaijdcnsan asl inya 

Pasal 6 7 

Ditetapkan di Pacitan 
Pada tanggal 8 - 10 - 2021 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR BAYUAJI 

DENI CAHYANTORO. SH.. M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 145 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA K E R J A DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
KABUPATEN PACITAN 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 

KEPALA DINAS 

Bidang Sumber Daya Air Bidcing Bina Marga 

Seksi Perencanaan Sumber 
Daya Air 

Seksi Pembangunan 
Sumber Daya Air 

Seksi Operasi dan 
Pemeliharaan Sumber Daya 

Air 

X 
Bidang Tata Ruang 

Seksi Perencanaan 
Jalan dan Jembatan 

Seksi Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 

Seksi Pemeliharaan 
Jalan dan .Tembatan 

Seksi Perencanaan Tata 
Ruang 

Seksi Pemanfaatan 
Ruang 

Seksi Pengendalian 
Pemanfaatan ruang 

Sal inan sesuai dengan asl inya 
Kepalc 

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si 
Pembina 

NIP. 19811214 200501 1 004 

SEKRETARIAT 
T 

Kepala Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian 

T 
Bidang Tata Bangunan dan 

Jasa Kontruksi 

Seksi Tata Bangunan 

Seksi Pengembangan Jasa 
Kontruksi 

UPT Dinas 

1 
Kepala Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan 

1 
Bidang Penyehatan 

Lingkungan dan Air Minum 

Seksi Penyehatan Lingkungan 

Seksi Penyediaan Sistem Air 
Minum 

BUPATI PACITAN 

ttd 

INDRATA NUR B A Y U A J I 


